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ABSTRAK 

Penelitian ini menyoroti pentingnya institusi pernikahan dalam hukum dan budaya Islam, di mana 

pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Namun, terdapat kenyataan bahwa banyak 

pasangan suami istri yang meskipun mapan secara ekonomi, tidak berhasil memiliki anak. Dalam 

situasi ini, adopsi anak menjadi solusi alternatif yang memungkinkan pasangan untuk tetap 

merasakan kebahagiaan dalam membesarkan anak. Proses adopsi anak membawa konsekuensi 

hukum, terutama dalam hal pembagian warisan jika terjadi musibah atau kematian pada orang tua 

angkat. Adopsi anak menimbulkan perlunya wasiat wajibah, sebuah mekanisme dalam hukum waris 

Islam yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua 

angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim 

dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif 

dan analisis hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai 

bagaimana hukum Islam mengatur warisan dan wasiat wajibah dalam konteks adopsi anak, serta 

dampaknya terhadap kesejahteraan anak angkat dan keadilan dalam pembagian warisan. 

Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Adopsi Anak. 

 

PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah ikatan yang melibatkan jiwa dan raga antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesian, 2013). 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah 

pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan, dimaksudkan 

untuk taat kepada perintah Allah serta menjalankannya sebagai ibadah (Islam, 2000). 

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh 

cinta, dan penuh kasih. Selain itu, tujuan lain dari pernikahan adalah untuk menjaga 

regenerasi dan melindungi keturunan manusia, serta memberikan kedamaian jiwa bagi 

setiap suami dan istri melalui ekspresi cinta dan kasih sayang mereka. 

Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang mapan secara 

ekonomi dan berlebihan belum berhasil memiliki anak, sementara pasangan lain yang belum 

stabil secara finansial justru memiliki keturunan. Dalam situasi di mana suami istri tidak 

bisa memiliki anak, mereka dapat mengadopsi anak dari orang tua yang memberikan anak 

mereka untuk diadopsi, sehingga menimbulkan perubahan tanggung jawab dari orang tua 

biologis kepada orang tua angkat untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut 

sebagaimana anak kandung mereka sendiri. 

Proses adopsi anak membawa konsekuensi hukum baru, terutama dalam hal 

pembagian warisan jika terjadi musibah atau kematian pada orang tua angkat. Selain itu, 

seorang anak angkat juga dapat memiliki hak atas wasiat yang wajib. (Suma, 2005).  

Keberadaan l wasiat dalam sistem hukum keluarga, khususn lya dalam hukum keluarga 

Islam, terutama terkait denlgan l hukum waris, memiliki posisi yanlg sanlgat pen ltin lg. 

Penltinlgnlya wasiat semakinl dirasakanl un ltuk menlgaman lkan l dan l men ljaminl kesejahteraan l 

keluarga bahkan l masyarakat secara keseluruhan l. 
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Dalam hukum waris, ahli waris, terutama dzawil furudh atau legiteme portie dalam 

hukum barat, menldapatkanl perlinldun lgan l atas bagianl waris mereka. NLamunl, melalui wasiat, 

oranlg yanlg menlin lggal dunlia dapat men len ltukanl bagianl waris di luar ahli waris yan lg telah 

ditetapkanl dalam Al-Qur'anl (dzawil furudh), terutama ahli waris yanlg memiliki hubunlgan l 

darah (dzawail arham), danl bahkan l di luar itu, kemunlgkinlan l besar dapat menlerima bagian l 

waris. (Suma, 2005). 

Selainl melalui wasiat, seseoran lg memiliki hak pribadi un ltuk mewariskanl sebagianl 

harta kepada oranlg yanlg diinlginlkanln lya tanlpa hambatan l, meskipun l sekaligus harus 

mempertimbanlgkan l bagianl lainl dari harta tersebut yanlg harus diberikan l kepada ahli waris 

yanlg telah ditetapkanl oleh Allah Subhanlahu wa Ta’ala. 

Berdasarkanl pembahasanl tersebut, pen lulis merasa tertarik unltuk menlyelidiki lebih 

lanljut menlgen lai pertimbanlgan l hukum yan lg diambil oleh hakim dalam menletapkanl bagian l 

wasiat wajibah bagi anlak anlgkat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pen lgertian l Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat danl wajib. Secara umum, wasiat 

artinlya adalah pesanl. Sedanlgkanl wajib secara bahasa diambil dari kata kerja وجب denlgan l 

arti ثبت yaitu tetap, kekal, stabil danl لزم artinlya adalah tetap danl wajib (Warsonl, 2002). 

Wasiat, dalam pen lgertianl istilah, adalah pesan l yanlg disampaikanl oleh seseoranlg yanlg akan l 

menlinlggal, biasan lya berkaitanl denlganl harta kekayaanl, atau pesanl tenltanlg hal baik yanlg 

harus dilakukanl setelah menlinlggal. Wasiat juga dapat merujuk pada pemberianl yanlg 

dijalanlkanl setelah kematianl oranlg yanlg memberi wasiat. 

Kata "wajibah" merupakanl bagian l dari hukum taklifiy, menlunljukkanl tunltutanl unltuk 

melakukanl sesuatu secara pasti, atau perbuatanl yanlg harus dilakukanl. Gabunlganl kata 

"wasiat" danl "wajibah" menljadi "wasiat wajibah" secara etimologis berarti wasiat yanlg 

harus dipenluhi. Secara terminlologis, wasiat wajibah adalah kebijakanl yanlg memaksa unltuk 

memberikanl wasiat kepada oranlg tertenltu. Wasiat wajibah adalah wasiat yanlg ditujukan l 

kepada ahli waris atau kerabat yanlg tidak menlerima bagianl dari harta warisanl karenla ada 

hambatanl syara’. Pelaksanlaanl wasiat wajibah tidak dipenlgaruhi oleh kehenldak oranlg yanlg 

telah menlinlggal dunlia. (Suparmanl, 1997). 

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yanlg diberikanl khusus kepada ahli waris atau 

kerabat yan lg tidak menldapatkanl bagianl warisanl dari oranlg yanlg menlinlggalkanl harta, karenla 

terhijab oleh suatu halanlganl syara’. Wasiat wajibah bersifat memaksa danl pemberianln lya 

bukanl dari kehenldak oranlg yanlg menlinlggalkanl harta, melainlkanl dari kekuasaan l hakim 

(Dahlanl, 2000). Men lurut Fatchur Rahman l, oranlg yanlg memiliki hak unltuk menlerima wasiat 

wajibah adalah cucu, baik laki-laki maupunl perempuanl, dari anlak laki-laki atau an lak 

perempuanl yanlg menlinlggal sebelum atau bersamaanl denlganl kakek mereka, sehinlgga 

mereka tidak men lerima bagianl dari harta warisanl kakek mereka. Konlsep wasiat wajibah, 

menlurut Fatchur Rahmanl, memiliki dua alasanl utama: 

1. Hilanlgnlya kemampuanl unltuk berwasiat secara manldiri danl munlculnlya kewajiban l 

melalui hukum danl ketenltuanl, tanlpa perlu persetujuanl dari pewaris atau penlerima 

wasiat. 

2. Kesetaraanl dalam pembagianl warisan l, di manla bagianl laki-laki biasanlya dua kali lipat 

lebih besar dari bagianl perempuanl. 
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3. Oranlg yanlg berhak menlerima wasiat wajibah adalah cucu atau cicit, baik laki-laki 

maupunl perempuanl, yanlg oranlg tua mereka menlinlggal lebih dulu atau bersamaan l 

denlganl kematianl kakek atau nlenlek mereka. (Rahmanl, 1981).  

Dari penljelasanl tersebut, wasiat wajibah adalah tinldakanl hukum yanlg harus 

dilaksanlakanl. Proses pelaksanlaanl wasiat wajibah merupakanl tin ldakanl yanlg diberlakukanl 

oleh hakim atau lembaga yanlg berwenlanlg, di manla harta milik oranlg yanlg menlinlggal 

diberikanl kepada pihak tertenltu (bukanl ahli waris) dalam situasi-situasi tertenltu (bukanl atas 

dasar wasiat atau hukum warisanl). Wasiat wajibah itu senldiri merupakanl benltuk hukum 

yanlg didasarkanl pada ayat 180 dari surat al-Baqarah, denlganl tujuanl memberikanl solusi bagi 

cucu yanlg tidak dapat menlerima bagianl warisanl dari kakek mereka karenla terhalanlg oleh 

ahli waris lainlnlya (Ahmad, 2018).  

Di nlegara-nlegara Islam seperti Mesir, Tunlisia, Maroko, danl Suriah, wasiat wajibah 

digunlakanl unltuk menlyelesaikanl masalah kewarisanl di manla anlak-anlak atau cucu dari 

seseoranlg yanlg menlinlggal lebih dulu dari anlak-anlaknlya tidak menlerima bagianl warisanl. 

Dalam konlteks in li, wasiat wajibah digunlakanl sebagai alat un ltuk menlanlganli masalah 

kewarisanl denlganl adil. Inlstitusi wasiat wajibah di daerah inli berperanl sebagai lembaga yanlg 

membanltu dalam proses penlgalihanl harta. Ada dua elemenl kunlci yan lg membedakanl wasiat 

danl wasiat wajibah: 

1. Wasiat wajibah ditetapkanl oleh peraturanl hukum yanlg diadopsi oleh otoritas yanlg 

berwenlanlg atau hakim. Pelaksanlaan lnlya didasarkanl pada nlorma hukum danl tidak 

terganltunlg pada keinlginlanl inldividu yanlg menlinlggalkanl harta. Inli berbeda denlganl wasiat 

biasa, di manla pelaksanlaanlnlya bergan ltunlg pada kehenldak inldividu yan lg menlinlggalkan l 

harta. 

2. Wasiat wajibah ditujukanl kepada keluarga yanlg secara syara’ tidak bisa menlerima 

bagianl warisan l, misalnlya karenla perbedaanl agama atau karen la ada ahli waris lainlnlya. 

Inli berbeda den lganl wasiat biasa yanlg bisa ditujukanl kepada pihak lainl selainl ahli waris 

(Ahmad, 2018).  

Wasiat wajibah yanlg diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 sebagai 

berikut :  

1. Harta penlinlggalanl anlak anlgkat dibagi berdasarkanl Pasal 176 sampai den lganl Pasal 193 

tersebut di atas, sedan lgkanl terhadap oranlg tua anlgkat yanlg tidak menlerima wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanlyak-banlyaknlya 1/3 dari harta wasiat anlak anlgkatnlya.  

2. Terhadap anlak anlgkat yanlg tidak menlerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanlyakbanlyaknlya 1/3 dari harta warisanl oranlg tua anlgkatnlya” (Inldonlesia, 2000).  

Argumenltasi yanlg menljadi dasar menlgapa anlak anlgkat danl oranlg tua anlgkat dapat 

menlerima wasiat wajibah adalah karen la adanlya keterikatanl danl keterlibatanl dalam 

hubunlganl keluarga. Hubunlganl inli memunlculkanl ikatanl emosion lal yanlg kuat anltara an lak 

anlgkat danl oran lg tua anlgkat, menlciptakanl kedekatanl emosionlal yanlg serupa denlgan l 

keluarga biologis. Baik anlak anlgkat maupunl oranlg tua anlgkat dalam hubunlganl keluarga 

akanl memberikan l perawatanl danl pemen luhanl kebutuhanl hidup. Wasiat wajibah secara 

implisit menlcakup unlsur-unlsur yanlg tercanltum dalam Pasal 209 KHI, yaitu: 

1. Subyek hukumnlya adalah oranlg tua an lgkat terhadap anlak anlgkat, atau sebaliknlya, an lak 

anlgkat terhadap oranlg tua anlgkat. 

2. Wasiat wajibah tidak dinlyatakanl atau diberikanl oleh pewaris kepada penlerima wasiat 

atau manlfaat, n lamunl dilaksanlakanl oleh n legara. 

3. Bagianl penlerima wasiat atau man lfaat maksimal adalah 1/3 (satu pertiga) dari harta 

penlinlggalanl pewaris danl tidak boleh melebihi batas yanlg telah ditetapkanl. (Suma, 

2005).  

Dalam Al-Quranl maupunl hadis, tidak ada penljelasanl yanlg eksplisit menlgenlai wasiat 
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kepada nlonl-Muslim. Al-Quranl danl hadis hanlya menlyatakanl bahwa Muslim danl nlonl-

Muslim tidak diizinlkanl salinlg mewarisi, dan l tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali jika 

ahli waris lainlnlya menlyetujui pemberianl wasiat tersebut, denlganl batasanl maksimal 1/3 dari 

harta penlinlggalanl. Dalam Al-Quranl Surat Anl-NLisa ayat 141 juga menlegaskanl bahwa Allah 

tidak memberikan l jalanl bagi oranlg kafir unltuk memiliki bagianl dari harta milik oranlg 

Muslim.  
B. Pemeriksaan l Perkara Gugatanl Wasiat Wajibah Di Peradilan l Agama terhadap 

An lak Anlgkat 

Dalam Putusanl Penlgadilanl NLo. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hakim menlggunlakan l 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai lanldasanl unltuk menlenltukanl pembagianl hak atas 

harta waris anlak an lgkat. Kehadiran l KHI, yan lg merupakan l kumpulanl kaidah-kaidah Islam 

yanlg tersusunl secara sistematis danl lenlgkap, menlgakui keberadaanl inlstitusi penlganlgkatan l 

anlak danl menljadi sumber hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Inldonlesia. KHI menljadi 

rujukanl hukum materiil bagi Penlgadilanl Agama dalam memutus perkara penlganlgkatanl an lak 

danl hak warisnlya dalam konlteks masyarakat Islam di Inldonlesia  (Afriyanlto, 2015).   

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperkenlalkanl ke dalam sistem hukum Inldonlesia 

melalui Inlstruksi Presidenl NLo. 1 tahunl 1991 danl diinltegrasikanl secara organlik melalui 

Keputusanl Menlteri Agama NLo. 154 Tahunl 1991. KHI disusunl atas inlisiatif pimpin lanl 

nlegara, termasuk Ketua Mahkamah Agunlg danl Menlteri Agama, denlganl penlgakuanl dari 

berbagai kalanlgan l ulama. Proses penlyusunlanl KHI melibatkan l konlsenlsus (ijma’) dari 

berbagai golonlgan l ulama melalui lokakarya nlasionlal, yanlg kemudianl disahkanl oleh 

pemerinltah. Penlyusunlanl KHI bisa dianlggap sebagai proses tranlsformasi Hukum Islam dari 

benltuk tidak tertulis menljadi peraturanl perunldanlg-unldanlganl. 

Dalam men lenltukan l pemberianl wasiat wajibah, hakim men lggunlakanl prinlsip-prinlsip 

wasiat umum sebagaimanla yanlg tercanltum dalam KHI. Penlerapanl prinlsip-prinlsip wasiat 

yanlg diatur dalam KHI dilakukanl atas dua alasanl: unltuk menlgisi kekosonlganl hukum dan l 

unltuk mewujudkan l keadilanl bagi masyarakat. (NLugrahenli et al., 2010a).  

Dalam pan ldanlgan l Islam, anlak an lgkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan l 

tidak berhak menldapatkanl bagianl dari warisanl oranlg tua anlgkatnlya. NLamunl, dalam Putusanl 

Penlgadilanl NLo. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hak waris atau bagianl dari harta warisanl diberikan l 

kepada anlak anlgkat yanlg juga dianlggap sebagai ahli waris dalam putusanl tersebut denlgan l 

menletapkanl wasiat wajibah. Oleh karen la itu, dalam konlteks hukum Islam, putusan l 

penlgadilanl tersebut diperlakukanl sebagai wasiat, meskipunl konlsep wasiat dalam Islam 

sedikit berbeda, di manla pemberianl wasiat tidak wajib bagi selainl ahli waris kecuali jika 

wasiat tersebut diunlgkapkanl secara lisanl atau tertulis oleh pewaris. 

NLamunl, atas beberapa pertimban lganl danl unltuk menlcapai rasa keadilanl dalam 

masyarakat, hakim memberikanl hak waris kepada anlak anlgkat denlganl menlgacu pada Pasal 

209 KHI sebagai sumber hukum yanlg digunlakanl dalam menletapkanl wasiat wajibah bagi 

anlak anlgkat. Wasiat merupakanl hasil dari ijtihad ulama Inldonlesia yan lg substanlsinlya sama 

denlganl wasiat wajibah yanlg ditujukanl kepada anlak anlgkat. Dalam Hukum Islam, wasiat 

tidak boleh melebihi 1/3 bagianl dari harta waris, sehinlgga hal inli memberikanl batasanl dalam 

memberikanl bagianl dari hak waris wajibah kepada anlak anlgkat. Penlerapanl wasiat wajibah 

dapat mempenlgaruhi nlilai hak warisanl dari ahli waris yanlg lainl  (Afriyanlto, 2015).   

Dalam putusanl penlgadilanl NLomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, anlak anlgkat diakui 

sebagai ahli waris oranlg tua anlgkatnlya dan l berhak menlerima bagianl dari harta warisanl yan lg 

ditinlggalkanl oleh pewaris. Dalam putusanl tersebut, anlak anlgkat diberikanl bagianl waris 

sebesar 1/12 dari total harta warisanl. Den lganl kata lainl, dalam menletapkanl ahli waris danl 

hak waris, hakim memutuskanl unltuk menlgakui anlak anlgkat sebagai ahli waris dan l 

memberikanl bagianl hak waris denlgan l menlggunlakanl wasiat wajibah sebagai dasar 
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pembagianl hak waris bagi anlak anlgkat. 

Hukum anlak anlgkat dalam Islam adalah tidak sama statusn lya denlganl anlak kanldun lg. 

Hal inli berdasarkanl firmanl Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 37 Sedanlgkanl hadis yanlg 

berkaitanl denlganl anlak anlgkat dijelaskanl dalam hadis riwayat Bukhari danl Muslim : “Dari 

Abu Dzar r.a bahwa ia menldenlgar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak seoranlg punl yanlg 

menlgakui (membanlgsakanl darinlya) kepada bukanl ayahnlya, padahal ia menlgetahui bahwa 

itu bukanl ayah kan ldunlgnlya, haram baginlya surga.” (HR. Bukhari danl Muslim) (Ria, 2015). 

Dalam Fiqh Islam, wasiat wajibah bertujuanl unltuk menlegakkan l keadilanl bagi 

inldividu yanlg dekat hubunlganlnlya denlgan l pewaris, meskipunl secara syariat tidak termasuk 

dalam jalur faraidh. NLamunl, keempat Imam Mazhab telah men lgharamkanlnlya jika dapat 

menlimbulkanl kerugianl bagi ahli waris. Berdasarkanl pertimban lganl inli, Pasal 209 KHI 

membahas tenltanlg wasiat wajibah sesuai den lganl teori maslahah alummah. Sehinlgga, an lak 

anlgkat dapat menlerima bagianl sebagai wasiat wajibah dari harta warisanl denlganl penljelasanl 

sebagai berikut: 

1. Anlak anlgkat hanlya diizinlkanl unltuk tujuanl pemeliharaanl, pen lgasuhanl, danl penldidikanl, 

tanlpa diberikan l status yanlg setara denlganl anlak kanldun lg. Penlegasanl inli harus 

dipertimbanlgkanl dalam setiap keputusanl penlganlgkatanl anlak. 

2. Anlak an lgkat dapat menlerima bagianl harta dari oranlg tua an lgkatnlya berdasarkanl wasiat, 

yanlg nlilainlya tidak melebihi 1/3 dari total harta warisanl oranlg tua anlgkat yanlg telah 

menlinlggal. Jika oranlg tua anlgkat tidak menlinlggalkanl wasiat, anlak anlgkat dapat 

menlerima bagianl berdasarkanl wasiat wajibah. 

3. Pemberianl wasiat wajibah tidak boleh merugikanl hak-hak ahli waris. Jika harta oran lg 

tua anlgkat terlalu sedikit danl tidak menlcukupi unltuk kebutuhanl ahli waris, maka tidak 

ada wasiat wajibah unltuk anlak anlgkat. Memaksakanl wasiat atau wasiat wajibah kepada 

anlak anlgkat yanlg telah dilaranlg oleh Allah SWT unltuk memperlakukanl mereka sebagai 

anlak senldiri adalah bertenltanlganl denlganl hukum Allah. 

4. Jika ada perselisihanl menlgenlai status anlak anlgkat, hal inli harus dibuktikanl melalui 

putusanl penlgadilanl yanlg menlenltukan l apakah an lak anlgkat tersebut memiliki hak atas 

wasiat atau wasiat wajibah tersebut (Yunliarsih et al., 2022). 

Dari penljelasanl di atas dapat dipahami bahwa menlganlgkat anlak hukumnlya boleh 

dalam Islam denlgan l memperhatikanl ketenltuanl atau syarat yan lg harus terpenluhi. An lak 

anlgkat tidak termasuk dalam nlasab oran lg tua an lgkatnlya sehinlgga hal inli membuat an lak 

anlgkat tidak bisa menljadi ahli waris oran lg tua anlgkatnlya. NLamunl dalam hukum positif di 

Inldonlesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikanl hak waris anlak anlgkat denlgan l 

jalanl wasiat wajibah sehinlgga anlak anlgkat dapat menljadi ahli waris oranlg tua anlgkatn lya 

danl menldapatkan l wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagianl dari harta warisanl. Pada 

dasarnlya memberikanl wasiat itu merupakanl tinldakanl ikhtiyariyah, yaknli suatu tinldakanl yag 

dilakukanl atas doronlganl kemauanl senldiri dalam keadaanl bagaimanlapunl. Denlganl demikianl, 

pada dasarnlya seseoranlg itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akanl tetapi, 

sebagianl ulama berpenldapat bahwa kebebasanl membuat wasiat atau tidak hanlya berlaku 

unltuk oranlgoranlg yanlg bukanl kerabat dekat. Mereka berpenldapat bahwa unltuk kerabat 

dekat yanlg tidak menldapatkanl warisanl, seseoranlg wajib membuat wasiat (Akbar, 2018).  

Inli menlguatkanl argumenl bahwa keberadaanl wasiat wajibah adalah alasanl menlgapa 

wasiat wajibah menljadi wajib unltuk anlak anlgkat. Meskipunl anlak anlgkat bukanllah kerabat 

dekat secara biologis, hubunlganl emosionlal anltara oranlg tua anlgkat danl anlak anlgkat 

menlgakibatkanl an lak anlgkat dianlggap sebagai bagianl dari keluarga meskipunl tidak ada 

ikatanl darah. Putusanl Penlgadilanl NLomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg menlegaskanl bahwa an lak 

anlgkat menlerima bagianl warisanl dari wasiat wajibah. Bahkanl jika tidak ada wasiat dari 

pewaris, hakim memberikanl wasiat wajibah kepada anlak anlgkat berdasarkanl Pasal 209 KHI 
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yanlg berlaku di Inldonlesia. Bagianl warisanl yanlg diberikanl kepada anlak anlgkat dalam 

putusanl tersebut adalah 1/12 dari harta pen linlggalanl, yanlg sesuai den lganl batasanl pemberian l 

wasiat yanlg tidak boleh melebihi 1/3 bagianl. 

Menlurut hukum Islam klasik, adopsi memunlculkanl perdebatanl panljanlg. Secara 

hukum Islam, adopsi dapat dilakukanl denlganl syarat-syarat yanlg ketat, seperti tidak 

menlgubah status keturunlanl danl tidak menlyamakanl kedudukanln lya denlganl anlak kan ldun lg. 

Islam hanlya men lgakui adopsi dalam konlteks tanlggunlg jawab memberikanl n lafkah, 

menldidik, danl memelihara anlak, tan lpa menlgubah statusnlya menljadi sama denlganl an lak 

kanldunlg. Inli didasarkanl pada ajaranl Al-Quranl dalam surat Al-Ahzab ayat 37 (Ria, 2015).   

Dalam hukum Islam, anlak anlgkat tidak menlerima warisan l dari oranlg tua an lgkatn lya 

karenla anlak anlgkat tidak memiliki ikatan l nlasab denlganl oranlg tua anlgkatnlya. Anlak anlgkat 

hanlya memiliki hak warisanl dari oranlg tua kanldunlgnlya sesuai denlganl ketenltuanl dalam 

Surat Al-Ahzab ayat 4 danl 5. Ayat tersebut menlegaskanl bahwa status anlak dalam urusan l 

warisanl tetap berdasarkanl status asalnlya. Anlak masih memiliki hubunlganl nlasab denlgan l 

oranlg tua kanldun lgnlya, sehinlgga ia hanlya memiliki hak warisanl dari oranlg tua kanldunlgnlya. 

Oleh karenla itu, penlganlgkatanl anlak tidak menlgubah hubunlganl nlasab yanlg sudah ada 

sebelumnlya danl tidak mempenlgaruhi hak warisanl anltara anlak den lganl oranlg tua anlgkatnlya, 

atau sebaliknlya  (Ria, 2015).  

Menlurut Hukum Islam, anlak anlgkat tidak memiliki dasar unltuk diakui sebagai 

pewaris karenla prinlsip utamanlya adalah adanlya hubunlganl darah atau nlasab atau keturunlanl. 

Denlganl kata lainl, dalam Hukum Islam, peristiwa penlganlgkatanl anlak tidak mempenlgaruhi 

status anlak anlgkat dalam hal warisanl, yan lg berarti jika anlak tersebut bukanl anlak kanldun lg, 

ia tidak dapat men lerima warisanl dari oran lg yanlg menlganlgkatnlya  (Aminl, 2020).  

Dalam hukum positif, anlak anlgkat memiliki kemampuan l unltuk menljadi ahli waris 

dari oranlg tua anlgkatnlya melalui penlggun laan l wasiat wajibah. Pen lgaturanl menlgenlai wasiat 

wajibah dijelaskan l dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai suatu benltuk 

peraturanl tertulis dalam hal kewarisanl, KHI merupakanl suatu aturanl yuridis formal yan lg 

memiliki karakteristik khusus karenla diresmikanl dalam inlstrumen l inlstruksi Presidenl. Pasal 

209 KHI menlgatur bahwa pemberianl wasiat wajibah hanlya berlaku unltuk anlak anlgkat yanlg 

kehilanlganl oranlg tua anlgkatnlya atau sebaliknlya, yaitu unltuk oranlg tua anlgkat dari an lak 

anlgkat yanlg telah menlinlggal  (NLugrahenli et al., 2010b).  

Dalam linlgkup peradilanl Agama, para hakim menlggun lakanl Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) sebagai dasar hukum yan lg menlgikat saat melakukanl pemeriksaanl dan l 

memberikanl putusanl. Khususnlya dalam perkara waris Islam, terdapat beberapa alasan l 

menlgapa para hakim menlggunlakanl KHI sebagai sumber hukum dalam memutuskanl tenltanlg 

wasiat wajibah dalam pembagianl harta warisanl unltuk anlak adopsi: 

1. KHI menlgikat hakim unltuk memutuskanl perkara demi menlgisi kekosonlganl hukum. 

2. KHI menlgikat hakim unltuk memutuskanl perkara demi men lyatukanl panldanlganl para 

hakim saat memutuskanl perkara serupa. 

3. KHI menlgikat hakim unltuk menlciptakanl kepastianl hukum. 

Dari berbagai alasanl tersebut, dapat disimpulkanl bahwa KHI merupakanl sumber 

hukum utama yanlg digunlakanl oleh hakim dalam memberikanl wasiat wajibah kepada an lak 

adopsi. KHI menljadi acuanl pertimbanlganl hakim dalam memberikanl hak waris kepada an lak 

anlgkat (anlak adopsi) dari harta warisanl oranlg tua anlgkatnlya, sehin lgga hal inli membuat an lak 

adopsi memiliki kedudukanl yanlg setara denlganl anlak kanldunlg. (NLugrahenli et al., 2010b).   

Kompilasi Hukum Islam memberikanl wasiat wajibah kepada anlak an lgkat karenla 

adanlya hubunlganl yanlg secara hukum tidak dapat disanlgkal. Pembagianl warisanl unltuk an lak 

anlgkat melalui wasiat wajibah inli didasarkanl pada pertimbanlganl kemaslahatanl dan l 

keadilanl, baik bagi anlak anlgkat maupunl bagi oranlg tua anlgkatnlya. 
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Dalam putusanl Majelis Hakim Tinlgkat Pertama, diputuskanl bahwa anlak anlgkat 

memiliki bagianl sebesar 1/6 dari harta warisan l ibu anlgkat, danl 1/3 dari harta warisanl ayah 

anlgkat. NLamunl, Majelis Hakim Tinlgkat Banldinlg berpenldapat bahwa adil jika bagianl an lak 

anlgkat tersebut adalah 1/6 dari total harta warisan l kedua oranlg tua anlgkatnlya  (Yunliarsih et 

al., 2022).  

Perinlcianl pembagianl harta waris dalam putusanl penlgadilanl tersebut adalah: 1/6 x ½ 

= 1/12 bagianl atau 8,33%, sehinlgga harta warisanl dari ibu anlgkat yanlg akanl dibagikan l 

kepada para ahli warisnlya adalah ½ bagianl dari harta bersama setelah dikuranlgi 1/6 bagian l 

(8,33%) dari anlak anlgkat, sehinlgga sisanlya adalah: ½ - 5/6 = 5/12 bagianl = 41,67 %, 

kemudianl pembagian l harta waris dari ayah anlgkat yaitu 1/6 x 17/24 = 17/144 bagianl atau 

11,81% (Yunliarsih et al., 2022).  

Berdasarkanl pertimbanlganl-pertimbanlganl tersebut, Majelis Hakim dalam putusan l 

tersebut berpenldapat bahwa pembagianl harta penlinlggalanl dari ibu danl ayah anlgkat harus 

dikuranlgi terlebih dahulu sebesar 1/6 bagianl dari wasiat wajibah anlak anlgkat. Kemudian l, 

sisa dari perhitun lganl tersebut akanl dibagi di anltara para ahli waris yanlg berhak 

menlerimanlya. Denlganl demikianl, putusan l pen lgadilanl menlyatakanl bahwa wasiat wajibah 

yanlg diberikanl kepada anlak anlgkat adalah sebesar 1/6, dan l karen la kedua oranlg tua anlgkat 

telah menlinlggal, maka anlak anlgkat tersebut menldapatkanl 1/6 dari harta warisanl masin lg-

masinlg oranlg tua anlgkatnlya. Dalam putusanl tersebut, peran l hakim sanlgat penltinlg dalam 

menlenltukanl jumlah yanlg wajar unltuk diberikanl kepada anlak anlgkat, danl pembagianl 

warisanl bagi anlak adopsi tidak boleh melampaui 1/3 dari total harta warisanl yanlg telah 

diatur. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulanl yanlg dapat diambil dari makalah sesuai denlganl yanlg terlampir, sebagai 

berikut: 

1. Wasiat wajibah adalah pemberianl tertenltu yanlg diarahkanl kepada ahli waris atau kerabat 

yanlg tidak memperoleh bagianl dari harta warisanl seseoran lg yanlg telah menlinlggal, 

karenla ada ken ldala syariat. Pelaksanlaanl wasiat wajibah tidak berganltunlg pada kehenldak 

atau nliat dari oranlg yanlg telah menlinlggal. 

2. Anlalisis terhadap putusanl Penlgadilanl Agama NLo. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg 

menlunljukkanl bahwa anlak anlgkat dianlggap sebagai bagianl dari ahli waris yanlg sah, 

nlamunl diberikanl melalui wasiat wajibah. Karenla kedua oranlg tua anlgkat telah 

menlinlggal dun lia, anlak anlgkat tersebut menldapatkanl 1/6 dari harta warisanl masin lg-

masinlg oranlg tua anlgkatnlya. Dasar hukum yanlg menljadi acuanl un ltuk adanlya wasiat 

wajibah unltuk anlak anlgkat adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di man la 

bagianl anlak an lgkat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisanl. Menlurut Hukum 

Islam, anlak an lgkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari oranlg tua anlgkatnlya, 

nlamunl ia berhak menlerima 1/3 dari harta penlinlggalanl oranlg tua anlgkatnlya atau wasiat 

wajibah. Oleh karenla itu, putusanl Penlgadilanl Agama NLo. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg dapat 

dianlggap sesuai denlganl prinlsip-prinlsip Hukum Islam karenla memberikanl anlak anlgkat 

1/6 bagianl dari harta warisanl masinlg-masinlg oranlg tua anlgkatnlya, yanlg tidak 

melampaui batas 1/3 dari total harta waris. 
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